Menimbang

Mengingat

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

bahwa dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan
retribusi daerah terutama sektor pelayanan kebersihan
dan persampahan, maka di pandang perlu untuk
dilakukan peninjauan dan mengganti Peraturan Daerah
Kota Lubuklinggau Nomor 12 tahun 2005 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2005 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan /Kebersihan;

bahwa perubahan dalam penetapan tarif Retribusi
dilakukan untuk  penyesuaian dan  mengikuti
perkembangan perekonomian yang semakin kondusif
dan transparan dengan memperhatikan indek harga;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/ Kebersihan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia = Nomor 4114);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
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5.  Undang-Undang Nomor 24 Tabun 2014
Pemerintahan Dacrah  (Lembaran  Negara  Roep s
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lerabar
Negara Republik Indonesia Nomor 35387 sebagaima.
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Uncans
Undang Nomor ¢ Tahun 2013 tentang Perubah an ki
Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahur 20.0-
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  REoboaold
Indonesia Tahun 2015 Nomor 538, Tambahan Lembparea:
Negara Republik Indonesia Nomor 5674,

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGA
dan
WALIKOTA LUBUKLINGGAU
MEMUTUSKAN:

Menetapkan @ PERATURAN DAERAH TENTANG RET
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini vang dimaksud dengar

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklingeau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau .

Pejabat adalah Pegawai vang diberi tugas tertentu di hidang Re =iy~
Dacrah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Tempat Pembuangan Sementara yang sclanjutma o
e

s

U rsrnghan TEE i

Tempat penampungan sampah yang berasad dao Lingkungan e

scbelum diangkut ke Tempat Pembuangarn Akhir.

6. Tempat Pembuangan Akhir yang sclanjutnya dapat disinexe. Pa
adalah Tempat untuk Penampung, Mengelola dan Memusnah<an
Sampah.

/. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau seiengah paca: vang
berasal dari orang pribadi atau badan vang terdiri dari baven
dan ancrganik, logam dan non legan: g dapat terfbakear
termasuk buangan biologis, kotoran, manusia dan sampah Jerzaln

&. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal vang merupe s

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun vang tidakx akusa

usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persercan Komandiie:

e

Perseroan Lainnya, apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pens .
Persekutuan, Perkumpulan, Yavasan, Organisast Meassa Gt
Sosial. Polotik, atau Organisasi Sosial Politie soa o orme o -

sejents, Lembaga, Bentuk usaha wolap dan bentuk budan lan

9. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa vang sedinke
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentinga:-
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribad:
Badan.

10. Retribusi Pelayanan Kebersihan vang selanjutnva disci
Pembavaran atas jasa pelavanan keboersihan vare khosas da
atau dibertkan oleh Permerintah RFote Unrok kepentitigen orig
alau Badan.



11.

14.

16.

17,

18.

19.

20.

R
e

Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfatkan jasa pelayanan terten
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut

Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk rnelakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Rerribus:
tertentu.

- Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat

SPORD adalah surat yang di pergunakan oleh wajib Retribusi untuk
melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar
perhitungan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan
Perundang-Undangan Retribusi Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRI
adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi,
yang terhutang.

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjumva

disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menetapkan
besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribus:
besarnya sanksi administrasi dan Jjumlah yang masih harus d: bayar.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat dengan SKRDKBT adalah surat ketetapan
retribusi yang menetukan tambahan dan Jjumlah retribus: yang 4
tetapkan,

Surat Ketetapan Retribusi Derah Lebih Bayar yang selanjutnva
disingkat dengan SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi vang
menentukan jumlah kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar dari pada retribusi terhutang atau tidak seharusnva
terhutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingka: STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sarks
administrasi berupa bunga/atau denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas xeberatan
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKRBT dan
SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

Pemeriksaan  adalah  serangkaian kegiatan untuk  mencza,
mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain un:uk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan Retribusi Daerah.

. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalan

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawa: I\'fe.geffi Qm]
vang selanjutnya disebut itu membuat terang tindakan pidana di
bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersan gka

BAB 1l
ASAS TUJUAN
Pasal 2

Pelayanan persampahan/kebersihan diselenggarakan berdasarkan asas
tangung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, berdasarkan.
kebersamaan, keamanan dan asas nilai ekonomis serta sebagai upaya
dari berbagai sumber sampah dalam Kota.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pengaturan pelayanan persampahan, kebersihan
adalah:



a. agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta lingkungan vang
sehat, bersih, rapi dan indah.

b. sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman bagi masvaraka-
untuk selalu hidup bersih dan mentaati budaya bersih.

¢. meningkatkan kesehatan masyarakat dan menjags kuaitas
lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber vang
bermanfaat. '

d. menumbuh kembangkan kondisi lingkungan agar tertera rapi dan
indah.

BAB II
PERIZINAN

Pasal 4

(1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan
usaha pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis vang wajib
memiliki izin dari Walikota.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dergarn
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan
memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengar
Peraturan Walikota.

Pasal 5

(1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampan harus
diumumkan kepada masyarakat agar dapat mengetahuinya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampal
yang perlu mendapat izin dan tata cara pengumuman sebaga
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 6

(1) Setiap orang berhak :

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara bhaik
dan berwawasan lingkungan dari pemerintah Kota dan atav
pihak yang diberikan tanggung jawab untuk itu;

b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan
penyelengaraan dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah:
memperoleh informasi yang benar, akurat dan tevar waktu
mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan sampah
d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak

negatif dari kegiatan tempat pemerosesan akhir sampah; dan
€. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaar

sampah secara baik berwawasan lingkungan.

£

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturar
Walikota.



Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 7

(1) Setiap orang pribadi atau badan hukum dalam pengelolaan sampat
rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, wajib mengurang:
dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan

(2) Menjaga, memelihara dan membersihkan talud serta gorong-gorong
agar tidak terjadi penyumbatan  saluran drainase ang
mengakibatkan banjir.

(3) Turut serta menjaga, memelihara fasilitas dan prasarans iang
disediakan oleh pemerintah,

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajibarn
sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan walikota

Pasal 8

(1) Pengelolaan kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasar
industri, kawasan khusus, kawasan umum, kawasan sosia. dat
fasilitas lainya wajib menyedikan fasilitas tempat pemilahan sampah

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.

Pasgal 9

(1) Setiap produsen harus mencantumkan label atayu tanda vang
berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pade
kesamaan dan atau produknya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman label atau
tanda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan
Walikota.

Pasal 10

(1) Produsen wajib mengelola kemasan dan atau barang vang
diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pencantuman abe atau
tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Walikota.

Pasal 11

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal

sampai dengan Pasal 10 setiap orang pribadi atau badan hukur jugs

wajib :

a. menjaga kebersihan pada lingkungan masing-masing;

b. menyiapkan tempat sampah dalam kendaraan bagi pemilik xendaraszn
roda 4 (empat ); |

c. menjaga kebersihan dari depan pintu pagar sampai dengan pinggir
jalan bagi pemilik atau penghuni rumah, toko, warung dan termpat
usaha lainnya ;

d. pedagang dan pengusaha diwajibkan membersihkan dan merm bu‘:;n‘g__
sampah akibat dari pekerjaan ke tempat sampah yang disediakan cieh
Pemerintah Kota sebelum meninggalkan tempat usahanva;



€. memelihara dengan baik dan bersih persilnya dari segala sesuatu yang
ada pada persil tersebut, termasuk taman, jalan masuk, batas
perkarangan, jembatan, dan saluran pembangunan atau rioc] vang
ada diluar dan di dalam persilnya ;

f. memagar persilnya dengan baik dan dikapur atau di cat dengan rap::

g membersihkan, mengapur atau mengecat kembali pagar, dinding atau
tembok bangunan pada bagian yang kotor sehingga kelihatan bersih
dan rapi;

h. menebang pohon yang ada pada persilnya yang dikhawatirkan skar
tumbang dan menganggu ketertiban ; dan

1. memangkas pohon dan pagar hidup pada persilnya paling amba:
1 (satu) minggu setelah menerima surat pemberitahuan dari Walikota

BABV
PENYELENGGARAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

Pasal 12

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumeh
tangga terdiri atas:

a. Pengurangan sampah;dan

b. Penanganan sampah.

Paragraf 1
Pengurangan Sampah

Pasal 13

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal |2 huruf a
meliputi kegiatan :
a. pembatasan timbunan sampah;
b. pendauran sampah; dan / atau
¢. pemanfaatan kembali sampah.

(2) Pemerintah Kota wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksuc
pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam
jangka waktu tertentu;
memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
memfasilitasi pemasaran produk daur ulang.

o oo g

(3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksuc
pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkar
sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat di daur ulang
dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

(4) Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksuc
pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat
didaur ulang dan atau mudah di urai oleh proses alam.

(0) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimans
dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota



Pasal 14

(1) Pemerintah Kota memberikan :
a. penghargaan kepada setiap orang yang melakukan pengurangan
sampah; dan
b. disensitif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan
sampah.

{2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan tatacara pemberia:
penghargaan dan disensitif sebagaimana dimaksud pada avar (1) diatur
dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Penanganan Sampah

Pasal 15

(1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada dalam

Pasal 12 huruf b, meliputi;

a. pemindahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisah sampat
sesuai dengan jenis, jumlah dan / atau sifat sampah :

b. pengumpulan bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dar
sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat
pengolahan sampah terpadu ;

c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber ke
penampungan sampah sementara atau tempat pengelolaan sampab
terpadu menuju tempat pemerosesan akhir ;

d. pengelolaan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan
jumlah sampah; dan/atau

¢. pemerosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampal
dan atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungar
secara aman.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimans
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota .
Bagian Kedua
Penyediaan

Pasal 16
(1) Penyediaan dalam Daerah Dilaksanakan Walikota melaiui Dinas
Lingkungan Hidup.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) meliputi kegiatar
membersihkan, mengumpulkan, mengangkut dan membuang limbat
penyediaan dalam daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 17

(1) Pemerintah Kota wajib membiayai penyelenggaraan pengeloiaar
sampah.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dar:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksuc
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 18

(1) Pemerintah kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapa:
memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif
yang timbul oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesar
akhir sampah.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. Relokasi ;

b. Pemulihan lingkungan ;

c. Biaya kesehatan dan pengobatan ; dan / atau
d. Kompensasi dalam bentuk.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan pemberiar
kompensasi oleh Pemerintah kota sebagaimaan dimaksud pada ava: (1|
dan ayat (2) diatur dengan Peraturan walikota

BAB VII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama Antar Daerah

Pasal 19

(1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama antar pemerintal daerat
lainnya dalam melakukan pengelolaan sampah.

(2) Kerjasama sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwgjudkar
dalam bentuk kerjasama dan atau / pembuatan usahe bersame
pengelolaan sampah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan bentuk usaha bersama
antara daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesua:
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 20

(1) Pemerintah Kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat
bermitra dengan Badan Pengelolaan Sampah dan pihak swasta dalam
penanganan pengelolaan sampah.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota dengan pihak
swasta atau dan badan usaha yang bersangkutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 21

(1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.



{2) Sumbang dan saran serta usul sebagaimana dimaksud pada avar (1
dapat dilakukan melalui :
a. pemberian usul pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kota.
b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah ; dan / atau
¢. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa
persampahan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk tata cara peran masvaraka:
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Walikota.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 22

Pemerintah  Kota dapat menyediakan sarana dan prasarans
persampahan/kebersihan pada tempat-tempat Penampungan Sementears
dari masyarakat.

Pasal 23

{1) Sampah yang berasal dari rumah pemukiman, perumahan dan kegiatan
aneka usaha, harus dibuang di TPS dan/atau TPA.

(2) Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan
industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas
lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 24

Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang :

a. membuang sampah kedalam siring, got atau jalan yang tidak pada
tempatnya dan atau ruang terbuka ;

b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan racun ;

¢. mengolah sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusak
lingkungan,;

d. menyebar atau menempel selebaran , poster, slogan di sepanjang jelan.

pohon atau bangunan lainya tanpa izin dari Walikota;

membakar tumpukan sampah kecuali pada tempat pembakaran

sampah yang sudah di tentukan / tersedia ;

{. membuang sampah atau barang-barang bekas, bangka: binatang
dijalan, sungai, got, ricol dan taman

g. membuang sampah dari atas kendaraan di jalan ;

h. menimbun barang dengan tidak teratur di halaman atau diterapar
lainnya;

i. memanjat dan merusak pohon pelindung, pagar, tanaman dan
bangunan di tanaman yang dapat menimbulkan sampah;

j.  berjalan dan bermain-main diatas lapangan rumput atau taman vang
menimbulkan sampah atau kerusakan taman;

k. membuang limbah atau sampah di lokasi yang bukan pada tempatnva
dan bagi mobil pengangkut tanah, pasir, dan mobil pengolalh cor beton
(readymix) harus tertutup;

. melakukan kegiatan yang mengakibatkan sampah di TPS menjadi
berserakan,;

m. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan leknis
pengelolaan sampah; dan

n. menebang atau membakar pohon yang sudah ditanam harus
mendapatkan izin atau persetujuan dari Walikota atau Pejabat vang
ditunjuk.

¢



BAB X
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Objek Retribusi

Pasal 25

Dengan nama Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanar. vang

disediakan atau di berikan Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dar
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau Badan.

Pasal 26

(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah
pelayanan persampahan /kebersihan diselenggarakan oleh
Pemerintah Kota meliputi :

a. pengambilan dan pengumpulan sampah dari sumbernva ke
lokasi pembuangan sementara:

pengangkutan sampah dari sumbernya ke lokasi TPS ke TPA-

penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan

pengelolaan dan atau pemusnahan sampah di TPA.

b

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat
(1) adalah Pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah
sosial dan Pelayanan kebersihan tempat umum lainnya.

Pasal 27

(1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan vang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum, yvang bersangkutan

(2) Wajib Retribusi Umum adalah orang pribadi atau Badan vang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk
pemungutan atau permnotongan Retribusi Jasa Umum.

BAB XII
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 28

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai
retribusi jasa umum.

?D

BAB XII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 29

Cara pengukuran tingkat penggunaan jasa adalah berdasarkan

klasifikasi penggunaan jasa dan lokasi atau wilayvah:

a. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/arau volume
sampah. - |

b. Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sampah
organik dan anorganik. ‘

c. Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume ‘ﬁdl"'pﬂf
dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lam
berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga dan industri



BAB XIII
STRUKTUR DAN BERDASARKAN TARIF RETRIBUS]

Pasal 30

(1) Strgktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan
jenis  serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuar
masyarakat.,

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai beriki:t
a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahar
sampah rumah tangga:

1) Luas bangunan s.d 36 m2 Rp. 5.000,- 'bulan
2) Luas bangunan 36 m2 s.d 100 m2 Rp. 10.000,- 'bulan
3) Luas bangunan 100 m2 keatas Rp. 25.000,- 'bulan

b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahar
sampah perdagangan antara lain pasar, perkantoran, pertokoan
rumah makan, warung dan usaha perdagangan lainnya vang
bersifat komersial:

1) Kecil volume sampah 2,5 m3 Rp. 50.000,- ; m3
2) Sedang volume sampah 2,5 s.d 4 m3 Rp. 100.000,- /m3
3) Besar volume 4 m3 keatas Rp. 250.000,- /m3

¢. Pengambilan, pengangkatan, pengolahan dan pemusnahar
sampah industri antara lain gudang, rumah sakit, klinik bersalin
tempat praktek dokter, apotik, pertukangan.
penginapan/losmen/hotel, mess, asrama, bengkel, reparasi
pabrik, bioskop dan wusaha industr lainnya yang bersifa:

komersial :
1) Kecil (volume sampah 3 m3 ) Rp. 150.000,- /m3
2) Sedang (volume sampah 3 s.d 5 m3 ) Rp. 200.000,- /m3a
3) Besar (volume diatas 5 m3 keatas ) Rp. 350.000,- /m%
(3) Penggunaan sendiri TPA oleh orang Pribadi atau Badan Rp. 45.000,
m3
BAB XIV
PRINSIP DAN SARANA DALAM PENETAPAN STRUKTL R
DAN BESARNYA TARIF
Pasal 31
(1) Prinsip dan sarana dalam penetapan besarnya tarif retribusi ass

umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penvediaan jasa
yang bersangkutan dimaksud untuk biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan dimaksud untuk biaya penyelenggaraan pelayanan
dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek
keadilan dan efektivitas penyediaan atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biavs
pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah dan/atau
pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi Tempat Pembuangan
Akhir Sampah.

(3) Tarif Retribusi dapat di tinjau kembali paling lama 3 (tiga) tanun
sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.



BAB XV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 32

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayvanan
jasa dan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota.

BAB XVI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 33
Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya 1(satu) bulan

BAB XVII
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUS]

Pasal 34

(1) Besarnya Retribusi yang tertuang dihitung berdasarkan perkaiar
antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi

(2) Tingkat pengunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya vang
dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa vang
bersangkutan.

(3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat |1
sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa padat ditaksir berdasarkan
rumus yang dibuat oleh Pemerintah Kota.

(4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3} harus mencerminkan
beban yang dipikul oleh Pemerintah Kota dalam penyelenggarzan jasa
tersebut.

(3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nila: rupiah
atau persentase tertentu yang ditetapkan menghitung besarnva
Retribusi yang terhutang.

Pasal 35

Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat di terbitkan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVIII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 36
(1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPORD

(2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) , harus diisi dengan jelas, benar
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanva.

(3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana
dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 37

(1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pgsal 36 _avar (13},
ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau
dokumen lainnya yang dipersamakan.



(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan;stac
data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah
retribusi terhutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain vang
dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh
Walikota.

BAB XX
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 38
(1) Pembayaran Retribusi yang terhutang dilunasi sekaligus.

(2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemekaian
pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangks walktu
pemakaian.

(3) Retribusi yang terhutang di lunasi pada saat diterbitkannya SKRD ztau
dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribus:
ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat di tunjuk.

BAB XXI
PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 39

(1) Pemanfaatan dari penerimaan dari masing-masing jenis retribusi d
utamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung cdengar
penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribus
sebagaimana dimaksud dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

BAB XXII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBL S|

Pasal 40

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebzasar
retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribus:
sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan memperhatikan kemampuar
Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasar
retribusi diatur dan ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXIII
PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBU S

Pasal 41
(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
permohonan pengambilan kepada Walikota.

(2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama ¢
(enam) bulan sejak diterimanya permohonan Kelebihan pembavararn
retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan kepurtusan



(3) Apabila telah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilampaui atau lewat dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan

retribusi dianggap dikabulkan dan/atau SKRDLB harus diterbitkan
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihar
pembayaran retribusi sebagaimana hutang retribusi lainnya, kelebihar
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribus:
tersebut.

(5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksuc
ayat (1) dilakukan delam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkan SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewar

jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bungar

sebesar 2 % ( dua perseratus ) sebulan atas keterlambatan pembavarar
kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 42

(1) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi diajukan
secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnva
menyebutkan :

a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;

b. Masa retribusi;

. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
d. Alasan yang singkat dan jelas.

{2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribus:
disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos
tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

BAB XXIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 43

(1) Penagihan retribusi terhutang didahului dengan surart teguran.

(2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis He:baga;_;
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan serelah 7
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat reguran
peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunas:
retribusi terhutang.

(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXV
KEBERATAN ATAS RETRIBUSI

Pasal 44

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada '\_I\faii;mr_a
atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain vang
dipersamakan.



(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengar
disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan w ajib
retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak bensra:
ketetapan retribusi tersebut,

(4) Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu paling lama - (dus
bulan SKRD diterbitkan atau dokumen lain yang dipersamakan, kecual
apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangke
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuc
pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingge
tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak dianggap menunda kewajiban untuk rdak
membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 45

(1) Walikota atau pejabat ditunjuk dalam jangka waktu paling lama ¢
(enam) bulan sejak surat permohonan keberatan diterime harus
memberikan keputusan atas keberatan yang di ajukan.

(2) Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapa:
berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambal
besarnya retribusi yang terhutang.

(3) Apabila telah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ava
(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXVI
KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 46

(1) Hak melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelar
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saas
terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindakan pidans
dibidang retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud avat (1 Pasa
ini tertangguh apabila :
a. Diterbitkan surat teguran dan/ atau surat paksa;
0. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

(3) Pengakuan hutang retribusi tidak langsung sebagaimana dimaksuc
pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permchonar
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
oleh Wajib Retribusi.

(4) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak urtuk
melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan

(5) Walikota menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribus: vang
sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XXVII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN



Pasal 47

(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribus.
dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undagan retribusi

(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :

a. Memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau cataten
dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi jang
terhutang;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangar
yang di anggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancarar
pemeriksaan ; dan/atau

c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XXVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 48

(1) Satuan Kkerja Perangkat Daerah (SKPD) vyang melaksanakar
pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaiar
kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditezapkar
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksuc
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XXIX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunva atau
kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 %
(dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

(2) Penagihan retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ava:
(1) dilakukan dengan memberikan surat teguran atau pemberitahuar
terlebih dahulu.

(3) Apabila Wajib Retribusi mengindahkan teguran secara berturut-tiru
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Walikota atau pejabat yang
ditunjuk  berhak  memberikan sanksi administrasi Derupe
pembekuan/pembatalan dan atau pencabutan izin yang diberikan.

BAB XXX
PENYIDIKAN

Pasal 50

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungar
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana penyidik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerat
sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acare
Pidana.



(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1}, adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keteranga: atal
laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribus
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dar
jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengena: Orang
Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilaxukar
sehubungan dengan tindakan pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badar
Hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribus
Daerah ;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumer @ lau
berkenaan dengan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah .

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buk:
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serte
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah:

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana
dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bicang
retribusi daerah;

1. memanggil orang untuk dimintai/didengar keterangannva darn
diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi ;

j. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penvidikan
tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan keteniua:
peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan
dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada
penuntut umum melaui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Hukum Acara Pidana.

BAB XXXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

(1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah in:, diancam
dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dends
paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurang paling ‘ama °
(tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi
terhutang.

(3) Denda merupakan penerimaan Negara.

{(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat {1) ini adalah pelanggaran

BAB XXXII
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka Peraturan Dacrah Nomor
12 Tahur 2005 dan Peraturan Dacrah Nomor | Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan serta segala ketentuan-
kententuan pelaksanaan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini,
dicabut dan dinyvatakan tidak berlaku lag.

Pagal 53

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di lubuklinggau

pada tanggal, 21 februar 2019

WALIKOTA RUBUKLINGGAU,

AnA PUTRA SOHR

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2| fdrvan 2009

SERRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGALU,

HAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU: (1-2 /2019)
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